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Muhammad Hidayat (B 111 08 832) pemenuhan hak pengurangan masa pidana 
(remisi) terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, Di bimbing 
Oleh Bapak  Aswanto dan Amir Ilyas 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah pemenuhan hak pengurangan masa 
pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga  Pemasyarakatan Klas I Makassar 
sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 
Berdasarkan analisis terhadap data dan fakta yang telah penulis dapatkan, maka 
penulis berkesimpulan antara lain: pemenuhan hak pengurangan masa pidana di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah baik, namun  masi perlu dilakukan 
perbaikan dalam hal pemberian sosialisasi tentang syarat untuk mendapatkan remsi. 
Adapun salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa 
pidana adalah narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut harus 
berkelakuan baik. Sedangkan dari hasil penelitian, kebanyakan narapidana terbentur 
sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam menerima 
bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada narapidana. 
Adapun saran yang dapat penulis rekomendasikan yakni: a) Walaupun sejauh ini 
petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah menjalankan tugasnya 
dengan sangat baik, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus terus berupaya 
meningkatkan pembinaan akhlak dan mental psikologis terhadap narapidana, agar 
mereka dapat befikir sehat yang menghasilkan lingkungan yang kondusif. b)  
berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis, cara untuk menanggulangi dari pada 
faktor penghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan 
dengan cara: seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, 
keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan 
saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan 
baik.Hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga Pemasyarakatan 
dengan narapidana harus tetap berjalan dengan baik dan turut membantu dalam 




Bagian yang tidak terpisahkan dalam hukum pidana adalah masalah pidana dan 
pemidanaan. Sifat pidana merupakan suatu penderitaan. Pidana yang dijatuhkan bagi 
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mereka yang dianggap bersalah merupakan sifat derita yang harus dijalani, meskipun 
demikian sanksi pidana bukan semata-mata bertujuan untuk memberikan efek derita. 
Sistem pemasyarakatan lahir pada tanggal 27 April 1964, hal ini merupakan 
momentum sejarah yang sangat penting bagi bangsa Indonesia yang memberi 
perubahan pada  fungsi pemidanaan di Indonesia. Yang tadinya merupakan sistem 
penjeraan terhadap pelaku tindak pidana menjadi sebuah proses pembinaan, serta 
upaya integrasi sosial bagi warga pemasyarakatan. Sehingga setelah menjalani proses 
pemidanaan, pelaku tindak pidana bukan hanya sekedar jera terhadap perlakuan 
selama pemidanaan, akan tetapi juga sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya itu 
salah, sehingga dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat. 
Di dalam negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai 
fungsi pemidanaan tidak lagi hanya sekedar penjeraan bagi narapidana, tetapi 
merupakan suatu rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana pemasyarakatan yang 
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk 
meningkatkan kualitas narapidana pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, 
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi untuk melakukan tindak pidana di masa yang 
akan datang. Pancasila sebagai landasan idiil dari sistem pemasyarakatan, 
menyebutkan adanya keseimbangan dan keselarasan baik dalam hidup manusia 
sebagai pribadi, dalam hubungannya dengan masyarakat, hubungannya dengan alam, 
dengan bangsa-bangsa lain maupun hubungannya dengan Tuhan. 
Pemasyarakatan pada hakekatnya adalah salah satu perwujudan dari 
pelembagaan reaksi formal masyarakat terhadap kejahatan. Reaksi masyarakat ini 
pada awalnya hanya menitikberatkan pada unsur pemberian derita pada pelanggar 
hukum. Namun sejalan dengan perkembangan masyarakat, maka unsur pemberian 
derita tersebut harus pula di imbangi dengan perlakuan yang manusiawi dengan 
memperhatikan hak-hak asasi pelanggar hukum sebagai makhluk individu, maupun 
sebagai makhluk sosial.  Oleh sebab itu, pemasyarakatan harus juga difungsikan 
sebagai tempat rehabilitasi para narapidana dengan berbagai macam kegiatan 
pembinaan. 
Dalam melaksanakan pemasyarakatan yang menjunjung tinggi hak-hak asasi 
pelaku kejahatan, tentunya hal ini bukan saja merupakan tugas institusi 
pemasyarakatan, melainkan juga merupakan tugas pemerintah dan masyarakat. Dalam 
Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 menentukan bahwa: 
“Sistim pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara 
pembinaan narapidana pemasyarakatan berdasarkan pancasila yang dilaksanakan 
secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat.” 
 
Ketentuan di atas dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas narapidana 
pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi 
tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di masyarakat. Selain itu diharapkan 
juga dapat berperan aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai 
warga negara yang baik dan bertanggung jawab. 
Pembinaan yang terus menerus dilakukan terhadap terpidana, diharapkan  dapat 
menumbuhkan partisipasi masyarakat terhadap sistem pembinaan bagi narapidana 
pemasyarakatan, yang sangat diperlukan bagi keberhasilan sistem pembinaan. Harus 
disadari walaupun pembinaan yang diberikan selama di Lembaga Pemasyarakatan itu 
3 
 
baik, tetapi kalau narapidana itu sendiri tidak sanggup ataupun masyarakat itu sendiri 
tidak mau menerimanya, maka pembinaan tidak akan mencapai sasarannya. 
Sedangkan pada masa kini kerap terjadi pembinaan yang kurang memberikan 
efek jera terhadap narapidana. Hal ini terjadi dapat disebabkan karena narapidana 
tersebut mendapatkan perlakuan khusus oleh petugasLembaga  Pemasyarakatan 
tersebut. Perlakuan khusus itulah yang membuat narapidana merasa tidak 
mendapatkan efek jera sehingga kerap mengulangi kejahatannya. 
Narapidana seharusnya mendapatkan perlakuan yang sama dalam lembaga 
pemasyarakatan. Ini didasarkan oleh asas equal justice before the lawatau persamaan 
dihadapan hukum. Namun penerapan asas ini belum berjalan dengan baik pada 
Lembaga  Pemasyarakatan. 
Equality before the law dalam arti sederhananya bahwa semua orang sama di 
depan hukum. Persamaan dihadapan hukum atau equality before the law adalah salah 
satu asas terpenting dalam hukum modern.Asas ini menjadi salah satu sendi doktrin 
Rule of Law yang juga menyebar pada negara-negara berkembang seperti Indonesia. 
Perundang-undangan Indonesia mengadopsi asas ini sejak masa kolonial lewat 
Burgelijke Wetboek (KUHPerdata) dan Wetboek van Koophandel voor Indonesie 
(KUHDagang) pada 30 April 1847 melalui Stb. 1847 No. 23. Tapi pada masa kolonial 
itu, asas ini tidak sepenuhnya diterapkan karena politik pluralisme hukum yang memberi 
ruang berbeda bagi hukum Islam dan hukum adat disamping hukum kolonial. 
Asas persamaan dihadapan hukum merupakan asas dimana terdapatnya suatu 
kesetaraan dalam hukum pada setiap individu tanpa ada suatu pengecualian.Asas 
persamaan dihadapan hukum itu bisa dijadikan sebagai standar untuk mengafirmasi 
kelompok-kelompok marjinal atau kelompok minoritas. Namun disisi lain, karena 
ketimpangan sumberdaya (kekuasaan, modal dan informasi) asas tersebut sering 
didominasi oleh penguasa dan orang yang mempunyai harta yang banyak sebagai 
tameng untuk melindungi dirinya dari hukum. 
Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian terhadap pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di 
Lembaga  Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
 




Menurut Kamus Hukum, Narapidana adalah orang yang tengah menjalani masa 
hukuman atau pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Narapidana sedikit beda 
dengan Narapidana Politik, tetapi tidak boleh ada pembedaan/diskriminasi yang 
didasarkan pada ras,warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendirian politik atau 
lainnya, asal kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lainnya. 
Adapun Narapidana Politik adalah orang yang tengah menjalani masa hukuman 
atau pidana dalam lembanga pemasyarakatan.Secara khusus dapat dikatakan revleksi 
kemauan penguasa atau pegawai negeri yang di kenai hukuman. Pegawai negeri atau 
orang lain yang di wajibkan tetap atau sementara menjalankan suatu jabatan umum, 
yang dengan sengaja membuat secara meniru atau memalsukan buku-buku atau 
daftar-dartar yang melulu ditujukan untuk mengawasi sesuatu dalam administrasi. Studi 
tentang narapidana politik pada dasarnya merupakan bagian dari studi perubahan 
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politik, khususnya yang melihat realita perilaku yang terjadi di seputar upaya tarik 
menarik kekuasaan dan yang berkaian dengan penggunaan hukum pidana sebagai 
standar formal perilaku. 
Keperluan lain adalah pada saat hendak mengetahui dengan tujuan guna terlihat 
dan aktif dalam politik perihal bagaimana politik dan perilaku politik diinterpretasikan 
pada tingkat praktis terutama oleh rejim ini mungkin dilakukan dengan tujuan 
menghindari dari resiko yang mungkin timbul dari dilakukannya kegiatan yang bersifat 
politik tersebut sementara itu keperluan yang ketiga jauh lebih berjarak dan tanpa 
tendensi sehingga lebih mungkin dikatakan ilmiah. 
 
B. SISTEM PEMASYARAKATAN 
 
Munculnya sistem Pemasyarakatan berawal dari gagasan almarhum DR. 
Sahardjo, S.H., yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman Republik 
Indonesia, yang mengatakan bahwa tujuan pidana penjara adalah “Pemasyarakatan” 
sehingga membuat sebutan yang tadinya “Rumah Penjara” otomatis diganti “Lembaga 
Pemasyarakatan”. Dengan penggantian istilah “Penjara” menjadi “Lembaga 
Pemasyarakatan” tentu terkandung maksud baik yaitu bahwa pemberian maupun 
pengayoman narapidana tidak hanya terfokus pada itikad menghukum (Funitif Intend) 
saja melainkan suatu berorientasi pada tindakan-tindakan yang lebih manusiawi dan 
disesuaikan dengan kondisi dari narapidana itu (Priyanto Dwijaya:2006). 
Walau istilah Pemasyarakatan sudah muncul pada tanggal 5 Juli 1963, namun 
prinsip-prinsip mengenai Pemasyarakatan itu baru dilembagakan setelah 
berlangsungnya konferensi Bina Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung 
(Jawa Barat) tanggal 27 April 1964 dan dari hasil konferensi tersebut dapat disimpulkan 
bahwa: “Tujuan dari pidana penjara bukanlah hanya untuk melindungi masyarakat 
semata-mata, melainkan harus pula beusaha membina si pelanggar hukum, dimana 
pelanggar hukum tidak lagi disebut sebagai penjahat dimana seorang yang tersesat 
akan selalu bertobat dan ada harapan dapat mengambil manfaat sebesar-besarnya dari 
sistem pengayoman yang diterapkan kepadanya”. 
Ide Pemasyarakatan bagi terpidana, dikemukakan oleh Dr. Sahardjo yang 
dikenal sebagai tokoh pembaharu dalam dunia kepenjaraan. Pokok dasar 
memperlakukan narapidana menurut kepribadian kita adalah : 
1. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia 
2. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang diluar 
masyarakat 
3. Narapidana hanya dijatuhi hukuman hilang kemerdekaan bergerak. 
Istilah “Pemasyarakatan” ini mengandung tujuan tertentu yaitu didikan, asuhan 
dan bimbingan terhadap narapidana yang pada akhirnya nanti (setelah masa 
pidananya) dapat kembali ke masyarakat sebagai anggota masyarakat yang berguna. 
Dalam sistem pemasyarakatan seseorang yang bersalah tiu bukanlah untuk 
disiksa, melainkan untuk diluruskan dan diperbaiki kembali ke jalan yang benar sesuai 
moral pancasila. Dengan pertimbangan bahwa narapidana telah kehilangan 
kemerdekaan bergerak dimana hal itu merupakan hukuman terberat, yang tidak perlu 
ditambah lagi dengan pidana penyiksaan atau bentuk lain tetapi narapidana harus 
dididik, diasuh, dibimbing dan diarahkan pada tujuan yang bermanfaat baik untuk diri 
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sendiri dan keluarganya maupun bagi masyarakat setelah pada waktunya dapat 
kembali ke masyarakat. 
Di dalam pemasyarakatan, terdapat proses pemasyarakatan yang di artikan 
sebagai suatu proses sejak seseorang narapidana atau anak didik masuk ke Lembaga 
Pemasyarakatan sampai lepas kembali ke tengah-tengah masyarakat. Pemikiran-
pemikiran baru mengenai pembinaan yang tidak lagi mengenai penjeraan tetapi 
merupakan suatu usaha rehabilitasi sosial narapidana, maka pemasyarakatan 
melahirkan suatu pembinaan yang dikenal dan dinamakan Sistem Pemasyarakatan. 
Adapun yang dimaksud dengan Sistem Pemasyarakatan dalam Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1995 pasal1 ayat (2) adalah: 
Suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Narapidana 
Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak 
mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan 
masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup 
secara wajar sebagi warga yang baik dan bertanggung jawab. 
Oleh karena itu, sinegritas antara petugas pemasyarakatan dan Narapidana 
Pemasyarakatan harus dapat terjalin dengan baik. Agar dapat mewujudkan apa yang 
dicita-citakan oleh Undang-undang Pemasyarakatan. 
 
C. PENGURANGAN MASA PIDANA (REMISI) 
 
Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka 
mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan 
mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan bahwa: 
Narapidana berhak : 
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak 
Narapidana Pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana 
Pemasyaratan. Dalam Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, 
dijelaskan bahwa: 




(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. 
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
a. berkelakuan baik; dan 
b. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
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keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. berkelakuan baik; dan 
b. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 
(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan 
perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 
 
2. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 




(1) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 
diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan. 
(2) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
 




Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 
 
Kemudian berdasarkan beberapa peraturan tersebutdi atas, pemerintah 
mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 Tahun 1999 
Tentang Remisi. Dalam ketentuan ini, pemerintah telah mengatur secara limitatif 
mengenai tata cara pemberian remisi kepada narapidana pemasyarakatan. Selain itu 
pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi 
ManusiaRepubuk InoonesiaNomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007TentangSyarat Dan Tata 
Cara Pelaksanaan Asimilasi, PembebasanBersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti 
Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum dan Hak Asasi 
Manusia ini dapar kita temui pada pasal 6,7,8, dan Pasal 26. 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
A. LOKASI PENELITIAN 
 
Penelitian yang akan dilakukan dalam rangka menjawab rumusan masalah 
yang diangkat oleh penulis pada penulisan skripsi ini, dilakukan pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Pemilihan lokasi penilitian ini, dikarenakan 
Lembaga  Pemasyarakatan tersebut  merupakan Lembaga  Pemasyarakatan 
terdekat di tempat penulis menempuh studi, hal ini dimaksudkan untuk 




B. JENIS DAN SUMBER DATA 
 
Data pendukung dalam penelitian ilmiah yang penulis lakukan terdiri atas 2 (dua) 
jenis data, yakni: 
a. Data primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung melalui 
wawancara dengan para petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota 
Makassar. 
b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari kantor wilayah Hukum dan Ham 
dalam menjamin terlaksananya asas equal justice before the law pada 
pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadapwarga bianaanLembaga  
Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. 
 
C. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 
 
Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data 
berdasarkan metode penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan 
(library research).Penelitian lapangan (field research), yaitu penelitian yang dilakukan di 
lapangan dengan melakukan pengambilan data langsung melalui wawancara dengan 
aparat pada Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Selain itu penulis juga 
akan melakukan wawancara terhadap beberapa Narapidana tin yang ada pada 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar. Sedangkan Penelitian kepustakaan 
(library research), yaitu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data skunder yang 
berhubungan dengan penelitian penulis. 
 
D. ANALISIS DATA 
 
Data yang diperoleh baik primer maupun sekunder diolah terlebih dahulu 
kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang 
telah dilakukan. 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana (Remisi) Terhadap Narapidana Di 
Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar 
Ketentuan mengenai tata cara dan persyaratan pemenuhan hak pengurangan 
masa pidana ini, dapat di lihat pada Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 
Tahun 1999 Tentang Remisi. 
Setiap narapidana dan anak pidana yang menjalani pidana penjara sementara 
dan pidana kurungan dapat diberikan remisi dengan adil tanpa adanya diskriminasi 
yang didasarkan oleh faktor sosial, budaya dan ekonomi apabila yang bersangkutan 
baik selama menjalani pidana. 




a. Remisi Umum, yaitu remisi yang diberikan pada hari peringatan Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia Tanggal 17 Agustus. 
b. Remsi Khusus, yaitu remisi yang diberikan pada hari besar keagamaan 
yang dianut oleh nara pidana dan anak pidana yang bersangkutan, dengan 
ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu ahri besar 
keagamaan dalam setahun, maka yang dipilih adalah hari besar yang 
paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan.Remisi dapat 
ditambah dengan remisi tambahan apabila narapidana dan anak pidana 
yang bersangkutan selama menjalani pidana: 
a. Berbuat jasa kepada negara. 
b. Melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau kemanusiaan. 
c. Melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembianaan di Lembaga 
Pemasyarakatan. 
Besarnya remisi umum adalah: 
a. 1 (satu) bulan bagi narapidana dan anak pidana yang telah menjalani 
pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) bulan. 
b. 2 (dua) bulan bagi narapidana yang telah menjalani pidana selama 12 (dua 
belas) bulan atau lebih. 
Pemberian remisi umum dilaksanakan sebagai berikut: 
a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1); 
b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; 
c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat) bulan; 
d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 5 (lima) 
bulan; dan 
e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 (enam) bulan setiap 
tahun. 
Selanjutnya besarnya remisi khusus adalah:15 (lima belas) hari bagi Narapidana 
dan Anak Pidana yang telah menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) 
bulan; dan 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah menjalani 
pidana selama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 
Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagai berikut: 
a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(1); 
b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan remisi 1 (satu) 
bulan; 
c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan remisi 1 (satu) 
bulan 15 (lima belas) hari; dan 
d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) bulan setiap 
tahun. 
Besarnya remisi tambahan adalah: 
a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang berbuat jasa kepada 
negara atau melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan; dan  
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b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada tahun yang 
bersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah melakukan 
perbuatan yang membantu kegiatan pembinaan di Lembaga 
Pemasyarakatan sebagai pemuka. 
Penghitungan lamanya masa menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan 
besarnya remisi umum dihitung sejak tanggal penahanan sampai dengan hari 
peringatan Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. Penghitungan lamanya masa 
menjalani pidana sebagai dasar untuk menetapkan besarnya remisi khusus dihitung 
sejak tanggal penahanan sampai dengan hari besar keagamaan yang dianut oleh 
Narapidana dan Anak Pidana yang bersangkutan. Dalam hal masa penahanan 
sebagaimana dimaksud terputus, perhitungan penetapan lamanya masa menjalani 
pidana dihitung dari sejak penahan yang terakhir. Untuk penghitungan sebagaimana 
dimaksud dalam pasal ini, 1 (satu) bulan dihitung sama dengan 30 (tiga puluh) hari.  
Pengurangan masa pidana merupakan salah satu sarana hukum dalam rangka 
mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan. Hak narapidana pemasyarakatan 
mengenai remisi ini diatur pada Huruf i Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dalam peraturan tersebut, ditegaskan 
bahwanarapidana berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); 
Lebih lanjut ketentuan mengenai pemberian remisi ini di atur melalui Peraturan 
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak 
Narapidana Pemasyaratan, yang selanjutnya telah di ubah menjadi Peraturan 
Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaa Hak Narapidana 
Pemasyaratan. Dalam Pasal 1 Angka 1,2, dan 3 Peraturan Pemerintah tersebut, 
dijelaskan bahwa: 
4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 34 
(1) Setiap Narapidana dan Anak Pidana berhak mendapatkan Remisi. 
(2) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai 
berikut: 
c. berkelakuan baik; dan 
d. telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan. 
(3) Bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 
terorisme, narkotika dan psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap 
keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, dan 
kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan Remisi apabila 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
c. berkelakuan baik; dan 
d. telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana. 
(4) Remisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada 
Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan melakukan 
perbuatan yang membantu kegiatan LAPAS. 
5. Diantara Pasal 34 dan Pasal 35, disisipkan 1 (satu) pasal baru, yakni Pasal 




(3) Remisi bagi Narapidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) 
diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur 
Jenderal Pemasyarakatan. 
(4) Pemberian Remisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) 
ditetapkan dengan Keputusan Menteri. 
6. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 
Pasal 35 
Ketentuan mengenai Remisi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden. 
Kemudian Selain itu pemerintah juga menetapkan Peraturan Menteri Hukum Dan 
Hak Asasi ManusiaRepubuk InoonesiaNomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang 
Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 
Bebas, Dan Cuti Bersyarat. Ketentuan mengenai remisi pada Peraturan Menteri hukum 
dan Hak Asasi Manusia ini dapat kita temui pada pasal 6,7,8, dan Pasal 26. 
Berdasarkan data yang diperoleh penulis pada penelitian yang dilakukan, berikut 
data dua tahun terakhir mengenai jumlah penghuni narapidana pada Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar. 
 
Tabel 1: Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga 
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Tabel 2: Jumlah narapidana yang mendapatkan remisi di Lembaga 
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       538      56 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Bapak Ashari 
Amd.IP,S.H.,M.Si. Selaku Kepala Seksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Kota Makassar, pada tanggal 7 Januari 2013, beliau menyatakan bahwa : 
Pengurangan masa pidana diberikan kepada mereka yang, berbuat jasa 
kepada negara, melakukan perbuatan yang bermanfaat bagi negara atau 
kemanusiaan, melakukan perbuatan yang membantu kegiatan pembianaan di 
Lembaga Pemasyarakatan. 
 
Dalam kesempatan yang samapenulis juga mempertanyakan mengenai apa 
indikator menetapkan besaran remisi bagi narapidana Lapas Klas I Makassar, beliau 
menjelaskan bahwa: 
Pemberian remisi bagi narapidana sudah ditetapkan oleh ketentuan Undang-
undang No.12 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 bahwa 
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besaran remisi yang diberikan sudah tetap dan diberikan karena merupakan 
hak seluruh narapidana. 
 
Terkait dengan perlakuan yang sama, penulis juga menanyakan bagaimana 
pemberian remisi bagi pejabat dan rakyat biasa, beliau megemukakan bahwa: 
Tidak ada pengecualian dalam pemberian remisi bagi narapidana baik itu 
pejabat maupun rakyat biasa.Semua remisi diberikan sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada.Biasanya yang menjadi pertimbangan kami 
dalam menetapkan jumlah besaran remisi adalah berdasarkan sikap dan 
prilaku narapidana yang bersangkutan. Jika dianggap narapidana tersebut 
berperilaku baik dalam lapas maka kami akan memberikan remisi yang sesuai 
bagi narapidana tersebut. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan data mengenai 
beberapa narapidana yang pernah mendapatkan remisi yaitu: 
 
1. Nama  : Wawan 
Usia  : 24 (dua puluh empat) tahun 
Hukuman : 4 (empat) tahun 
Remsi umum : 1 (dua) bulan 
Remisi Khusus : 15 (lima belas) hari  
 
2. Nama  : Asrullah Anwar  
Usia  : 23 (dua puluh tiga) tahun 
Hukuman : 5 (empat) tahun 
Remsi umum : 3 (dua) bulan 
Remisi Khusus : 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari 
 
3. Nama  : Fajar Salam  
Usia  : 26 (dua puluh enam) tahun 
Hukuman : 5 (empat) tahun 
Remsi umum : 4 (dua) Bulan 
Remisi Khusus : 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari 
 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 
disimpulkan bahwa pemenuhan hak pengurangan masa pidana terhadap narapidana di 
Lembaga  Pemasyarakatan Klas I Makassar sudah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang ada. Sesuai dengan data yang diberikan pemberian remisi 
kepada narapidana dan anak pidana sudah sangat tepat, baik berdasarkan syarat 
maupun jumlah besarnya remisi yang diberikan. 
 
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemenuhan Hak Pengurangan Masa Pidana 
(Remisi) TerhadapWarga Bianaan Lapas Klas I Kota Makassar 
 
Dalam ilmu hukum, kita mengenal Donald Black dengan teori diskiriminasinya. 




l. Stratifikasi sosial : ketidak samaan kekayaan dan sumber daya; 
2.Morfologi sosial : pola pola hubungan antar personal; 
3.Kultur : perilaku simbolik; 
4.Organisasi : derajat dimana dimobilisasi dalam tindakan kolektif; 
5.Pengendalian sosial lain di luar hukum : sifat atau tingkatan dari 
mekanisme mekanisme non hukum bagi pendefenisian dan tanggapan 
terhadap suatu tindakan salah (wrong doing). 
Dari faktor-faktor tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat mempunyai 
perbedaan dalam pola stratifikasi sosial mereka, juga berbeda dalam morfologi mereka 
dan seterusnya, dimana perbedaan-perbedaan inilah yang mengasilkan pula 
perbedaan didalam sistem hukum mereka. 
Donald Black juga mengatakan bahwa teori diskriminasi lebih cenderung kepada 
sosiologisnya yang bagaimana masyarakat berperilaku atau berinteraksi dengan 
masyarakat lain, perilaku masyarakat pasti saja berbeda-beda dan juga beraneka 
ragam, perilaku diskriminasi seseorang kepada orang lain di karenakan perbedaan 
mereka anatara satu dan yang lain, mereka mengaggap apa yang di milikinya sekarang 
adalah layak dan mereka menganggap bahwa apa yang beda dengan yang ada di diri 
mereka adalah suatu hal yang “aneh” dan mereka mendriskriminasi kelompok tersebut. 
Sebagaimana telah kita bahas pada bagian sebelumnya, walaupun secara garis 
besar pemenuhan hak pengurangan masa pidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas I 
Kota Makassar telah terlaksana dengan baik, tentunya masih terdapat faktor yang 
mempengaruhi dan megakibatkan terhambatnya  pemberian pengurangan masa pidana 
(remisi) terhadap narapidana. 
Dari hasil penelitian dan beberapa wawancara yang dilakukan, penulis 
menemukan beberapa faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa 
pidana (remisi) terhadap narapidana di Lembaga  Pemasyarakatan Klas I Makassar, 
antara lain: 
1. Narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut 
harus berkelakuan baik. Sesuai dengan hasil penelitian, kebanyakan 
narapidana sering terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga 
daya serap dalam menerima bimbingan pendidikan yang berbeda-beda pada 
narapidana. 
2. Lingkungan yang kondusif, lingkungan adalah  unsur yang sangat berperan 
penting dalam terlaksananya asas equal justice before the law pada 
pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) terhadap narapidana. 
Seperti  hubungan yang baik antara narapidana di Lembaga Pemasyarakatan 
Klas I Makassar, karena jika hubungan mereka kurang baik maka akan terjadi 
perselisihan yang bisa menjadi perkelahian dan mengakibatkan narapidana 
tersebut tidak dapat diberikan remisi. 
Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara untuk menanggulangi dari 
pada faktor penghambat terlaksananya asas equal justice before the law pada 
pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) dapat dilakukan dengan cara: 
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pertama, seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, 
keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja sama dan 
saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat berjalan dengan baik. 
Kedua, hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap berjalan dengan baik dan turut 
membantu dalam menjaga lingkungan yang kondusif. 
 




Dari uraian dari bab-bab terdahulu, dapat di tarik beberapa kesimpulan sebagai 
berikut: 
1. Pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) sudah sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan yang ada. Namun demikian berdasarkan dari 
hasil penelitian, pemenuhan hak pengurangan masa pidana (remisi) di Lembaga 
Pemasyarakatan Klas I Makassar masih perlu ditingkatkan seperti memberikan 
penjelasan terhadap narapidana tentang syarat-syarat untuk memperoleh remisi 
serta menciptakan lingkungan yang kondusif agar tidak terjadi hal yang dapat 
menghalangi narapidana untuk mendapatkan remisi. 
2. Salah satu faktor yang menghambat pemenuhan hak pengurangan masa pidana 
(remisi) adalah narapidana sendiri, karena yang menjadi salah satu syarat untuk 
mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi) adalah narapidana tersebut 
harus berkelakuan baik. Sedangkan dari hasil penelitian, kebanyakan narapidana 
terbentur sikap ketidakmauan untuk menjadi baik dan juga daya serap dalam 




Berdsarkan kesimpulan diatas, penulis mencoba memberikan beberapa saran 
yang dapat dijadikan bahan masukan dalam mengatasi permasalahan yang ada, yaitu: 
1. Walaupun sejauh ini petugas Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar telah 
menjalankan tugasnya, petugas Lembaga Pemasyarakatan harus terus 
berupaya meningkatkan pembinaan akhlak dan mental psikologis terhadap 
narapidana, agar mereka dapat befikir sehat yang menghasilkan lingkungan 
yang kondusif. 
2. Berdasarkan hasil penelitian, menurut penulis cara untuk menanggulangi dari 
pada faktor penghambat pada pemenuhan hak pengurangan masa pidana 
(remisi) dapat dilakukan dengan cara: 
 Seluruh komponen penting dalam pembinaan narapidana (narapidana, 
keluarga, petugas Lembaga Pemasyarakatan dan masyarakat) harus bekerja 
sama dan saling memberi informasi sehingga pembinaan narapidana dapat 
berjalan dengan baik. 
 Hubungan antara para narapidana maupun petugas Lembaga 
Pemasyarakatan dengan narapidana harus tetap berjalan dengan baik dan 
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